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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Pekerja sebagai salah satu kreditur yang dijamin oleh Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan UUK tentang keberadannya apabila terjadi kepailitan 

terhadap tempatnya bekerja, menerima hak-haknya berdasarkan statusnya 

sebagai kreditur istimewa. Mengenai hak atas upah yang belum 

terbayarkan hingga tempatnya bekerja dinyatakan pailit merupakan utang 

yang harus di bayarkan sebelum hak-hak kepada kreditur lainnya 

terpenuhi/terbayarkan. Saya menyimpulkan bahwa UU Ketenagakerjaan 

maupun UUK belum sesuai dalam menegaskan hak-hak pekerja, sebab 

tidak adanya batas maksimum tenggang waktu untuk pemenuhan hak-hak 

pekerja dan hanya menyebutkan kedudukan pekerja sebagai kreditur 

istimewa (preferen) dan rincian apa saja yang akan diperoleh pekerja 

apabila perusahaan dimana mereka bekerja mengalami kepailitan tanpa 

adanya sanksi hukum apabila pekerja tidak terpenuhi haknya sebagai 

kreditur meskipun ada  potensi jika harta boedel pailit tidak mencukupi 

untuk membayar utang debitur kepada seluruh kreditur. 

2. Bahwa dari kesimpulan dari dua contoh kasus diatas menjelaskan bahwa 

sebuah perushaan terutama PT dapat mengalami kepailitan, baik 

dipailitkan oleh pemohon yaitu para krediturnya atau memailitkan dirinya 

sendiri karena adanya kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor 
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yang telah jatuh waktu. Dalam kasus pertama PT. Dirgatara sebagai 

debitor pailit belum bisa memenuhi kewajibannya seperti ketentuan Pasal 

95 ayat (4) yang menentukan bahwa upah pekerja merupakan utang yang 

harus dibayarkan terlebih dahulu. Dalam kasus kedua PT. Mandala 

Airlines, dalam kasus debitor memailitkan dirinya sendiri maka PT. 

Mandala Airlines harus bisa melunasi utang para kreditornya yang telah 

jatuh waktu dan menurut saya Majelis Hakim telah mengambil keputusan 

yang tepat dengan mengabulkan permohonan pailit PT. Mandala Airlines 

karena PT. Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut 

larut. 

B. Saran 

1. Untuk mewujudkan keadilan tentang keberadaan pekerja apabila terjadi 

kepailitan di tempatnya bekerja ialah dengan melaksanakan ketentuan 

dalam UU Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 95 ayat (4) menentukan 

bahwa upah pekerja merupakan utang yang harus dibayarkan terlebih 

dahulu. Jadi upah pekerja dalam kasus kepailitan adalah merupakan utang 

yang harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditur lainnya.  

2. Dalam rangka melakukan sita umum dalam perkara kepailitan terhaap 

pembayaran upah pekerja harus menggunakan asa-asas yang terdapat 

dalam hukum kepailitan. Dengan menggunakan dan menerapkan asas-asas 

tersebut, maka pembagian harta debitur pailit kepada pekerja sudah 

berkeadian dan sesuai dengan undang undang yang berlaku. 
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